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BAB V 

PENUTUP 

 Berdasarkan dengan hasil uraian pembahasan Penerapan Perencanaan Pajak 

penghasilan PPh pasal 21 sebagai strategi penghematan pajak pada PT.Miho Sukses 

Abadi di Surabaya yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis 

menarik beberapa kesimpulan dan berusaha memberikan saran yang diharapkan 

dapat membantu perusahaan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan 

kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kewajiban 

perpajakanya. 

5.1  Kesimpulan  dan Saran 

5.1.1 Kesimpulan 

Dari penelitian dan analisa yang telah diuraikan maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 

1. Perusahaan belum melakukan perencanaan pajak 

2. Banyak upaya yang banyak dilakukan untuk meminimalisir PPh 

terutang diantaranya menghitung PPh pasal 21 dengan metode Gross – 

Up. 

3. Perusahaan tidak akan dirugikan dari segi fiskal, karena dalam 

pembayaran PPh pasal 21 karyawan perusahaan tidak dikenakan koreksi 

fiskal 

4. Dengan perencanaan pajak  PPh pasal 21, yaitu dengan cara mengubah 

metode perhitungan PPh pasal 21 yang awalnya menggunakan metode 

Net menjadi Metode Gross – up, dinyatakan mengalami penghematan, 
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meskipun tidak begitu besar, tetapi penulis yakin dengan adanya sistem 

yang lebih baik lagi dalam perencanaan pajak, pajak bisa diringankan 

tanpa melanggar undang- undang perpajakan, yaitu dengan cara 

memanfaatkan kelemahan dari undang- undang perpajakan tersebut. 

 

5.1.2 Saran 

Berdasarkan yang diambil oleh penulis di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang membangun yang mungkin bermanfaat 

dan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

1. Alangkah lebih baik perusahaan menggantikan beban PPh pasal 21 

yang ditanggung perusahaan  dengan memberikan tunjangan kepada 

karyawan sebesar Beban PPh pasal 21 terutang, meskipun jumlah 

yang dikeluarkan menjadi lebih besar, akan tetapi tunjangan tersebut 

dapat dibiayakan sehingga berpengaruh pada SPT Tahunanya diakhir 

tahun menjadi lebih kecil. 

2. Selain perencanaan pajak tentang PPh pasal 21, mungkin perusahaan 

juga bisa menerapkan perencanaan pajak terkait  penyusutan aktiva,  

karena disisi lain perencanaan pajak menggunakan metode 

penyusutan aktiva tetap dapat lebih besar dalam menekan biaya 

perusahaan yang mengakibatkan besarnya laba semakin kecil yang 

secara otomatis semakin kecil pula pengeluaran pajak perusahaan. 
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